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Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri
Kayu, Barang dari Kayu dan gabus {tidak termasuk
Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan
Sejenisnya Bidang Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu
Bukan Mebeller, sebagaimana tercantum dalam Lam-
piran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA:

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU se-
cara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jen-
jang kualifikasi nasional, penyelenggara pendidikan
dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi
profesi.

KETIGA: _
Pemberiakuan Standar Kompetensi Keria Na-
sional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Dik-

| tum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi na-

sional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA

_ PENGUMUMAN / PERATURAN PEMERINTAH

ditetapkan oleh Menteri Perindustrian.

KEEMPAT:

Standar kompetensi Kerja Nasional Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dikaji
ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebu-
tuhan.

KELIMA:
Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta ’
pada tanggal 29 Maret.2016
MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
ttd.

M. HANIF DHAKIRI

hd

(BN ).

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL
INDONESIA KATEGORI INDUSTRI PENGOLAHAN
GOLONGAN POKOK INDUSTRI LOGAM DASAR

BIDANG INDUTRI BAJA DASAR

(Keputusan Menteri Keter{agakerjaan R.l Nomor 90 Tahun 2016,
tanggal 29 Maret 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Peneta-
pan Standar Kompetensi Kgrja Nasionat Indone-
sia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja
Nasional Indonesia Kategori industri Pengolahan
Golongan Pokok Industri L.ogam Dasar Bidang In-

distri Baja Dasar;

b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja
Nasional indonesia Kategori Industri Pengolahan
Golongan Pokok Industri Logam Dasar Bidang
Industri Baja Dasar telah disepakati melalui Kon-
vensi Nasional pada tanggal 16 Desember 2015
di Jakarta; ‘

c. bahwa sesuai dengan Surat Kepala Pusdiklat In-
dustri Nomor 2292/5J-IND.6/12/2015 tanggal 30
Desember 2015 telah disampaikan permchonan
penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja
Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan
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Golongan Pokok Industri Logam Dasar Bidang In-
dustri Baja Dasar;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaima-
na dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf
¢, perlu ditetapkan dengan Keputusan Men-

teri;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik
Indoneéia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor
4279);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006
tentang Sistern Pelatihan Kerja Nasional {Lemba-
ran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No-
mor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4637);

3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Kerangka Kualifikasi Nasional indonesia (Lemba-
ran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No-
mor 24);

4. . Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang
Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);

5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Peneta-
pan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
(Berita Négara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 364};

6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21
Tahun 2014 tentang Penerapan Kerangka Kuali-
fikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik
Indonesia Tahur 2014 Nomor 1792);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU:

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indone-
sia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok

Industri Logam Dasar Bidang Industri Baja Dasar,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan meru-
pakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan

Menteri ini.

KEDUA:

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU se-
cara nasional ménjadi acuan dalam penyusunan ien-
jang kualifikasi nasional, penyelenggara pendidikan
dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi

profesi.

KETIGA:

Pemberlakuan Standar Kompetensi ‘Kerja Na-
sional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Dik-
tum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi na-
sional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA

ditetapkan oleh Menteri Perindustrian.

KEEMPAT:

Standar kompetensi Kerja Nasional Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dikaji
ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebu-

tuhan.

KELIMA:
Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada

tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2016
MENTER!I KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
ttd.

M. HANIF DHAKIRI

{ BN )
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